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Abstrak  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk megetahui bagaimana sebuah kedudukan suatu 
hukum organisasi internasional khususnya pada negara-negara maju dan berdaulat. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana dapat disimpulkan bahwa 
sebuah organisasi internasional merupakan organisasi atau tim yang dianggotai oleh 
beberapa negara yang didasarkan kesamaan dengan tujuan untuk menata hubungan 
perdamaian di dunia. Hukum Organisasi Internasional juga merupakan sebuah hukum atau 
peraturan yang mengobyekkan negara, baik itu secara keanggotaan maupun bukan, yang 
dimana terdapat instrument pokok atau aturan-aturan dan ketentuan yang dimiliki untuk 
mengatur keberadaan organisasi-organisasi internasional tersebut dan juga untuk bagian dari 
subjeknya yaitu berkaitan dengan Kerjasama antar negara yang artiannya luas dengan 
dibentuk oleh organisasi dengan beberapa negara-negara yang mengistilahkan “public 
international organization” dan dibentuk juga oleh badan non-pemerintah atau biasa disebut 
dengan “private international organization”. Kedudukannya juga bisa dilihat dari beberapa 
negara yang berdaulat dan maju dikarenakan hal ini dimanfaatkan oleh negara maju untuk 
dua hal, yaitu untuk terlibat dalam kebijakan dalam negeri dan juga yang kedua yaitu untuk 
menekan negara berkembang agar melakukan kebijakan yang sesuai dengan negara maju. 
 

Kata Kunci : Kedudukan, Hukum Organisasi internasional, Pada Negara Maju dan 
Berdaulat. Abstract 

 
This research was conducted with the aim of knowing how a position of international 
organizational law, especially in developed and sovereign countries. By using normative 
juridical research methods in which it can be concluded that an international organization 
is an organization or team that is joined by several countries based on similarities with the 
aim of managing peace relations in the world. International Organizational Law is also a 
law or regulation that objects to the state, whether it is a membership or not, in which there 
are principal instruments or rules and regulations that are owned to regulate the existence 
of these international organizations and also for part of the subject, namely relating to 
Cooperation between countries, which has a broad meaning, is formed by organizations 
with several countries which are termed "public international organizations" and also 
formed by non-governmental bodies or commonly referred to as "private international 
organizations". Its position can also be seen from several sovereign and developed countries 
because this is used by developed countries for two things, namely to be involved in 
domestic policies and secondly, to pressure developing countries to implement policies that 
are in line with developed countries. 
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PENDAHULUAN  

Salah satu masalah di abad 21 ini yaitu seringnya terlihat bahwa antara negara satu 
dengan negara lainnya di belahan dunia ini, sering sekali terjadi banyak perselisihan yang 
menyangkut masyarakat negara maju dengan negara berkembang. Maka, dengan tujuan dari 
adanya organisasi internasional ini, permasalahan tersebut bisa membantu dan mengoptimalkan 
perdamaian antar negara satu dengan negara lainnya yang masuk dalam salah satu tujuan 
dibentuknya organisasi internasional tersebut. Kedudukan juga penting, kedudukan dalam hal 
hukum organisasi internasional ini mengartikan juga bahwa banyak dari negara-negara ini perlu 
gerakan maju yang baru guna untuk memaksimalkan isi negaranya untuk memperlancar 
hubungan mereka natar negara satu dengan negara lain. Organisasi ini lah yang berfungsi untuk 
wadah bagi para negara daam menyampaikan suatu aspirasi, pengaruh, dan kepentingan ataupun 
keperluan mereka. Kedudukan organisasi hukum internasional ini lah yang menyangkut subyek 
hukum yang merupakan wadah untuk menampung negara-negara lain. Dengan melaksanakan 
dan melakukan gerakan kebersamaan untuk bekerjasama dan memasuki abad ke 21 ini yang 
berguna untuk kemajuan yang baru. 
 

Seperti sebelumnya, hanya negara berdaulat yang memiliki kepribadian hukum 
yang "alamiah" dalam hukum internasional. Sebaliknya, keberadaan dan ruang lingkup 
badan hukum internasional suatu badan hukum atau badan hukum dalam suatu negara 
berdaulat, misalnya dinyatakan dalam kapasitas perjanjian internasional, bergantung pada 
kehendak negara tersebut, yang biasanya diwujudkan dalam konstitusinya. Hanya 
personalitas hukum terbatas yang diberikan oleh negara berdaulat, di mana suatu entitas 
berintegrasi, dapat diakui oleh negara berdaulat lain atau komunitas internasional, terutama 
komunitas internasional yang diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
 

Sama seperti entitas yang dimasukkan ke dalam atau merupakan negara berdaulat 
menikmati otonomi hukum dan kapasitas hukum hanya sejauh yang diakui oleh negara 
tersebut, keberadaan organisasi internasional (antar pemerintah) masih bergantung pada 
kehendak negara (yaitu negara anggotanya). Satu-satunya perbedaan Ya, untuk entitas 
domestik, kehendak yang menentukan adalah secara eksklusif dari negara, sedangkan untuk 
organisasi internasional, setidaknya dua negara berdaulat harus menyetujui pendiriannya dan 
memberinya hak tertentu. Suatu negara yang telah mendirikan organisasi tertentu bebas 
untuk menghapusnya, biasanya dengan membatalkan perjanjian pendiriannya; ini 
dimungkinkan bahkan jika perjanjian tersebut tidak memuat klausul penghentian. Hukum 
internasional tidak melindungi hak keberadaan organisasi tertentu. 
 

Aturan yang sama masih berlaku untuk apa yang disebut organisasi supranasional, 
seperti Uni Eropa, yang dipandang memainkan peran penting dalam mengatasi prinsip hukum 
internasional negara-sentris tradisional. Badan hukum atau komunitas dalam negara berdaulat 
tertentu (dalam bahasa Kelsen: komunitas hukum yang tergabung dalam negara) biasanya secara 
hukum bergantung pada negara masing-masing, karena hak dan kapasitas mereka, serta 
keberadaan hukum mereka, bergantung pada kehendak negara. Negara sebagaimana diabadikan 
dalam konstitusi atau dinyatakan dalam undang-undangIni berlaku baik untuk komunitas lokal 
dan kotamadya dengan ruang terbatas (termasuk yang disebut kota besar atau kota global), dan 
untuk asosiasi hukum publik. Ketergantungan yang sama, bahkan pada tingkat subordinasi 
hukum, berlaku secara umum pada komunitas hukum dan politik sebagai unit konstituen dari 
negara federasi atau desentralisasi. Seringkali, masing-masing konstitusi  
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federal atau negara bagian tidak hanya menentukan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif mereka, tetapi juga menentukan keberadaan mereka, karena amandemen konstitusi 
dapat (biasanya) menghapuskan unit-unit konstituen. Bahkan jika Konstitusi menjamin 
keberadaan suatu entitas dan dengan demikian melindunginya dari pencabutan paksa oleh 
keputusan federal atau negara bagian, ketentuan konstitusional yang terkait itu sendiri dapat 
dicabut secara berkala, atau dalam kasus-kasus tertentu, Konstitusi itu sendiri dapat dicabut, 
baik sesuai atau melanggar. prosedur modifikasinya sendiri. Hukum internasional umum 
tidak melindungi yurisdiksi unit konstitusional negara federal atau desentralisasi karena 
tidak melindungi keberadaan mereka. Ia terus melihat organisasi di dalam Negara sebagai 
masalah tanggung jawab Negara. 
 

Organisasi internasional juga dapat memajukan banyak hal yang penting dari 
bagian kenegaraan itu sendiri, contohnya seperti ekonomi dunia atau negara-negara yang 
bersangkutan di dalam keanggotaan Organisasi tersebut. Salah satu masalah di abad 21 ini 
yaitu seringnya ada perselisihan perdamaian yang membahayakan negara satu dengan 
negara lainnya. 
 
METODE PENELITIAN 
 

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini adalah kedisiplinan hukum, yakni yang 
dimaksud merupakan hukum internasional, yang dimana mengkhususkan dengan kedudukan 
hukum organisasi internasional pada negara-negara yang maju dan berdaulat. Maka 
penelitian ini berupa bagian dari penilitian hukum kepustakaan. Sedangkan metode 
pendekatannya adalah metode yuridis dan normatif. yaitu penelitian yang mengfokuskan 
untuk mencari penerapan norma dan kaidah dari hukum normatif tersebut. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kedudukan Hukum Organisasi Internasional pada Negara Maju dan Berdaulat 
 

Pada awal pembentukan organisasi internasional yang sangat membutuhkan 
kerjasama antar manusia pada saat itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 
1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan untuk mempromosikan kerja sama 
internasional, keamanan, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan 
isu-isu penting global lainnya. Organisasi ini diikuti dengan pendirian Bank Dunia, Dana 
Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi-organisasi ini 
berfungsi sebagai platform bagi negara bagian untuk berbagi ide, sumber daya, dan bantuan. 
Seiring waktu, lebih banyak organisasi internasional telah didirikan untuk mengatasi 
masalah khusus di wilayah tertentu di dunia. 
 

Negara maju hakikatnya adalah sebagai penyebutan sebuah negara yang memiliki atau 
mempunyari sarana atau prasarana yang sudah memadai secara lengkap dalam contoh seperti 
sara perekonomian mereka yang merata kepada semua masyarakat atau penduduknya, dan 
mereka negara maju sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dari negara berkembang 
lainnya. Inilah kenapa organisasi internasional lebih menaungi kewenangannya dalam peraturan 
hukum organisasi internasional dibandingkan negara berkembang. 
 
Ciri-ciri sebuah negara dikatakan maju yaitu; 
 

1. Taraf hidup mereka tinggi 
2. Sarana mereka yang lengkap 
3. Pedidikan mereka yang tinggi 
4. Pendapatan perkapita yang tinggi  
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5. Teknologi yang tinggi 
6. Ekonomi yang merata 
7. Tata kota yang diperhatikan 
8. Laju pertumbuhan pendudukan yang relatif rendah, dan lainnya 

 
Seperti sebelumnya, hanya negara berdaulat yang memiliki kepribadian hukum yang 

"alamiah" dalam hukum internasional. Sebaliknya, keberadaan dan ruang lingkup badan 
hukum internasional suatu badan hukum atau badan hukum dalam suatu negara berdaulat, 
misalnya dinyatakan dalam kapasitas perjanjian internasional, bergantung pada kehendak 
negara tersebut, yang biasanya diwujudkan dalam konstitusinya. Hanya personalitas hukum 
terbatas yang diberikan oleh negara berdaulat, di mana suatu entitas berintegrasi, dapat 
diakui oleh negara berdaulat lain atau komunitas internasional, terutama komunitas 
internasional yang diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
 

Sama seperti entitas yang dimasukkan ke dalam atau merupakan negara berdaulat 
menikmati otonomi hukum dan kapasitas hukum hanya sejauh yang diakui oleh negara tersebut, 
keberadaan organisasi internasional (antar pemerintah) masih bergantung pada kehendak negara 
(yaitu negara anggotanya). Satu-satunya perbedaan Ya, untuk entitas domestik, kehendak yang 
menentukan adalah secara eksklusif dari negara, sedangkan untuk organisasi internasional, 
setidaknya dua negara berdaulat harus menyetujui pendiriannya dan memberinya hak tertentu. 
Suatu negara yang telah mendirikan organisasi tertentu bebas untuk menghapusnya, biasanya 
dengan membatalkan perjanjian pendiriannya; ini dimungkinkan bahkan jika perjanjian tersebut 
tidak memuat klausul penghentian. Hukum internasional tidak melindungi hak keberadaan 
organisasi tertentu. Aturan yang sama masih berlaku untuk apa yang disebut organisasi 
supranasional, seperti Uni Eropa, yang dipandang memainkan peran penting dalam mengatasi 
prinsip hukum internasional negara-sentris tradisional. 
 

Badan hukum atau komunitas dalam negara berdaulat tertentu (dalam bahasa Kelsen: 
komunitas hukum yang tergabung dalam negara) biasanya secara hukum bergantung pada 
negara masing-masing, karena hak dan kapasitas mereka, serta keberadaan hukum mereka, 
bergantung pada kehendak negara. Negara sebagaimana diabadikan dalam konstitusi atau 
dinyatakan dalam undang-undang. Ini berlaku baik untuk komunitas lokal dan kotamadya 
dengan ruang terbatas (termasuk yang disebut kota besar atau kota global), dan untuk 
asosiasi hukum publik. Ketergantungan yang sama, bahkan pada tingkat subordinasi hukum, 
berlaku secara umum pada komunitas hukum dan politik sebagai unit konstituen dari negara 
federasi atau desentralisasi. Seringkali, masing-masing konstitusi federal atau negara bagian 
tidak hanya menentukan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif mereka, tetapi juga 
menentukan keberadaan mereka, karena amandemen konstitusi dapat (biasanya) 
menghapuskan unit-unit konstituen. Bahkan jika Konstitusi menjamin keberadaan suatu 
entitas dan dengan demikian melindunginya dari pencabutan paksa oleh keputusan federal 
atau negara bagian, ketentuan konstitusional yang terkait itu sendiri dapat dicabut secara 
berkala, atau dalam kasus-kasus tertentu, Konstitusi itu sendiri dapat dicabut, baik sesuai 
atau melanggar. prosedur modifikasinya sendiri. Hukum internasional umum tidak 
melindungi yurisdiksi unit konstitusional negara federal atau desentralisasi karena tidak 
melindungi keberadaan mereka. Ia terus melihat organisasi di dalam Negara sebagai masalah 
tanggung jawab Negara. 
 

Dalam dunia hukum internasional yang terus berkembang, kedudukan hukum 
organisasi internasional di negara maju dan berdaulat menjadi topik pembahasan yang 
semakin penting. Ketika ekonomi global dan hubungan internasional menjadi lebih saling 
berhubungan, memahami dinamika hukum dan politik antara organisasi internasional dan  
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negara berdaulat sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keadilan di seluruh dunia. 
Dalam posting blog ini, kita akan membahas keadaan hukum internasional saat ini terkait 
dengan posisi hukum organisasi internasional di negara maju dan berdaulat. 
 

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam ekonomi global, membantu 
mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan stabilitas 
global. Mereka juga memainkan peran kunci dalam perlindungan hak asasi manusia, 
promosi perdamaian dan keamanan, dan penguatan demokrasi. Organisasi internasional 
sering dianggap sebagai aktor politik yang kuat di arena internasional, dan dengan demikian, 
status dan posisi hukum mereka dalam hubungannya dengan negara maju menjadi topik 
yang sangat diperdebatkan. Di tingkat internasional, organisasi internasional dibentuk 
melalui perjanjian dan konvensi. Perjanjian ini menciptakan kerangka hukum untuk 
organisasi, menetapkan aturan dan peraturan yang mengatur kegiatannya. Secara umum, 
organisasi internasional menikmati tingkat kekebalan dari yurisdiksi masing-masing negara 
bagian atau negara. Ini berarti bahwa mereka tidak tunduk pada hukum negara tertentu dan 
sebaliknya terikat oleh dokumen pemerintahan mereka sendiri. 
 

Sementara organisasi internasional menikmati hak istimewa dan kekebalan tertentu, 
mereka tetap bertanggung jawab kepada anggotanya dan harus mematuhi kewajiban mereka 
di bawah hukum internasional. Artinya, mereka diharapkan bertindak sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum internasional, termasuk prinsip kedaulatan, hak asasi manusia, dan prinsip 
internasional lainnya. Selain itu, negara-negara maju juga dapat melakukan beberapa tingkat 
kontrol atas organisasi internasional yang beroperasi di dalam perbatasan mereka. Misalnya, 
Amerika Serikat telah mengesahkan sejumlah undang-undang yang mewajibkan organisasi 
internasional untuk mendaftar ke Departemen Luar Negeri dan menyerahkan informasi 
keuangan terperinci. Negara lain memiliki undang-undang serupa yang memungkinkan 
mereka untuk memastikan bahwa organisasi internasional beroperasi sesuai dengan undang-
undang mereka. 
 

Undang-undang ini memberi negara maju pengawasan yang lebih besar terhadap 
organisasi internasional yang beroperasi di dalam wilayah mereka, tetapi undang-undang 
tersebut tidak menggantikan kekebalan organisasi dari undang-undang setempat. Pada 
akhirnya, sementara organisasi internasional diharapkan untuk mematuhi undang-undang 
dan peraturan lokal dalam kapasitas tertentu, mereka sebagian besar tetap menjadi entitas 
otonom dalam banyak kasus. Dalam hal status hukum organisasi internasional dalam 
kaitannya dengan negara berdaulat, situasinya sedikit lebih kompleks. Sementara hukum 
internasional memberikan keistimewaan tertentu kepada organisasi internasional, 
keistimewaan ini tidak diberikan kepada pemerintah masing-masing negara. Dengan 
demikian, setiap negara dapat memilih untuk mengatur atau membatasi kegiatan organisasi 
internasional yang beroperasi di dalam perbatasannya. Misalnya, suatu negara dapat memilih 
untuk memberlakukan pembatasan pergerakan personel atau barang milik organisasi 
internasional, atau meminta pajak atau biaya tertentu untuk operasi mereka. Setiap negara 
bebas untuk memutuskan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan organisasi 
internasional, jadi penting bagi organisasi internasional untuk mengetahui peraturan lokal di 
negara manapun di mana mereka beroperasi. 
 

Faktor penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak dari bermain game. 
Sering dianggap bahwa video game dapat merusak kesehatan mental seseorang, 
menyebabkan peningkatan agresi, isolasi, dan kinerja yang lebih rendah secara keseluruhan. 
Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bermain video game sebenarnya dapat 
memberikan efek positif pada otak. Penelitian telah menunjukkan bahwa bermain video  
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game dapat membantu pemainnya mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, 
meningkatkan kreativitas, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan meningkatkan tingkat 
empati. Oleh karena itu, penting bagi organisasi internasional untuk mempertimbangkan 
potensi manfaat dari game saat mempertimbangkan cara mereka berinteraksi dengan 
komunitas lokal. 
 
Hasil dari Adanya Kedudukan Hukum Organisasi Internasional 
 

Hasil dari adanya kedudukan-kedudukan ini sangat membantu bagi mereka negara-
negara yang membutuhkan organisasi ini, tujuan dari organisasi ini sendiri salah satunya 
untuk memerintahkan agar negara berkembang lebih mengikuti apa yang dijalankan oleh 
negara maju pada negara mereka. Perdamaian juga salah satu factor penting yang dilihat 
oleh organisasi internasional ini. Organisasi internasional sudah menjalankan banyak hal 
selama didirikannya yang dimana sudah mulai ada perkembangan yang mulai terlihat sangat 
baik bagi negara berkembang, seperti pada saat pandemi, organisasi ini banyak membantu 
keadaan tersebut walaupun bukan merupakan sebuah bantuan yang paling utama 
memulihkan perekonomian dunia itu. 
 

Era saat ini adalah era yang telah menyaksikan tingkat kolaborasi yang belum pernah 
terjadi sebelumnya antara negara dan organisasi internasional. Kolaborasi ini telah 
menghasilkan peningkatan besar dalam ekonomi global, kesehatan dan hak asasi manusia, 
keamanan internasional, dan perlindungan lingkungan. Akibatnya, posisi hukum organisasi 
internasional lebih kuat dari sebelumnya. Posisi hukum organisasi internasional didasarkan 
pada konsep "hukum publik internasional", yang mendefinisikan dan mengatur hubungan 
antara negara, dan organisasi internasional dan anggotanya masing-masing. Hukum publik 
internasional didasarkan pada beberapa prinsip inti, termasuk kedaulatan, kesetaraan negara, 
penghormatan terhadap integritas teritorial dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat, 
hak untuk menentukan nasib sendiri, prinsip non-intervensi, dan penghormatan terhadap hak 
asasi manusia. Sistem aturan ini memberikan kerangka kerja tentang bagaimana negara dan 
organisasi internasional berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka dapat 
memperoleh manfaat dari kolaborasi ini.. 
 

Posisi hukum organisasi internasional memungkinkan mereka untuk terlibat dalam 
banyak bidang kerja sama internasional, termasuk perdagangan, pembangunan, bantuan 
kemanusiaan, pemeliharaan perdamaian, dan pencegahan konflik. Selain itu, organisasi 
internasional mampu menyelesaikan perselisihan antar negara, melindungi hak-hak populasi 
yang rentan, mempromosikan pembangunan ekonomi, memerangi terorisme dan kejahatan 
terorganisir, serta mengambil tindakan melawan perubahan iklim. 
 

Kegiatan ini memiliki dampak luas pada komunitas global. Dengan menyediakan 
forum untuk membahas masalah global dan mempromosikan konsensus tentang solusi, 
organisasi internasional telah membantu mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan 
kerja, meningkatkan perawatan kesehatan, mengatasi pemanasan global, dan memajukan 
hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan menyediakan akses ke sumber daya dan bantuan 
teknis, organisasi internasional telah memungkinkan negara-negara mengembangkan 
ekonomi dan masyarakat mereka. Kedudukan hukum organisasi internasional juga telah 
berperan penting dalam menegakkan hukum internasional serta memelihara perdamaian dan 
keamanan di berbagai belahan dunia. 
 

Posisi hukum organisasi internasional juga memungkinkan mereka untuk memainkan 
peran penting dalam penegakan hukum internasional. Melalui kekuatan mereka untuk 
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menyelidiki pelanggaran hukum internasional dan membawa pelakunya ke pengadilan, 
organisasi internasional telah berperan penting dalam mengakhiri impunitas atas kejahatan 
terhadap kemanusiaan. Selain itu, kekuatan hukum mereka telah digunakan untuk 
memastikan bahwa sanksi ekonomi diterapkan secara efektif dan negara pihak mematuhi 
kewajiban mereka berdasarkan berbagai perjanjian. 
 

Contoh perubahan yang cukup baik dari pembentukan Organisasi Internasional untuk 
negara berkembang adalah peningkatan akses sumber daya bagi negara-negara yang 
dianggap lebih lemah secara ekonomi atau politik dibandingkan tetangganya. Organisasi 
Internasional dapat membantu negara-negara tersebut mendapatkan lebih banyak sumber 
daya untuk pembangunan, seperti bantuan dari negara lain, pinjaman dari bank, atau 
investasi dari perusahaan. Ini berarti bahwa negara-negara tersebut dapat menggunakan 
sumber daya ini untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, perawatan kesehatan, 
pendidikan, dan lainnya. Organisasi Internasional juga membantu negara-negara ini untuk 
membangun kemitraan yang kuat dengan tetangga mereka dan menjalin hubungan baik 
dengan ekonomi utama dunia. Ini menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi bisnis untuk 
berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi. 
Organisasi Internasional juga menyediakan platform bagi negara-negara untuk bersatu dan 
bekerja menuju tujuan bersama, seperti mengurangi kemiskinan atau memperbaiki 
lingkungan. Beberapa contoh baik yang ada seperti didirikannya PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa), Beberapa tujuan dari didirikannya PBB adalah aebagai berikut; 
 

a. Menyelamatkan para genenerasi yang akan datang dari bencana perang.  
b. Memperkuat kepercayaan kepada hak asasi manusia, martabat dan kesetaraan kepada 

para pria maupun wanita.  
c. Menciptakan sebah keadaan yang memungkinkan sebuah kadilan agar dihormati dan 

diwajibkan yang muncul dari sebuah perjanjian internasional dan hukum 
internasional.  

d. Menjunjung kemajuan sosial dari tingkat kehidupan agar lebih tinggi. 
 

Perkembangan yang terjadi sangat membantu negara-negara berkembang yang 
dinaungi oleh organisasi internasional Karena organisasi internasional bekerja sama untuk 
memberikan bantuan kepada negara-negara tersebut, keputusan mereka dipandang mengikat 
semua anggota. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan akan berdampak pada seluruh 
anggota organisasi, serta warga negara penerima bantuan. Perubahan ini biasanya dilakukan 
dengan mengutamakan kepentingan warga, sehingga biasanya diterima oleh semua orang. 
Negara- negara maju biasanya mengikuti perubahan yang dibuat oleh organisasi 
internasional, karena hal itu membantu mereka memastikan bahwa manfaat yang diberikan 
kepada warganya adil dan setara. 
 

Secara keseluruhan, posisi hukum organisasi internasional telah memungkinkan 
mereka menjadi lebih efektif dalam upaya mereka untuk mempromosikan perdamaian dan 
keamanan, melindungi hak asasi manusia, mengurangi kemiskinan, mendorong 
pembangunan ekonomi, dan memerangi perubahan iklim. Hal ini telah membawa hasil yang 
lebih baik dalam banyak aspek kerja sama global. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan  

Kedudukan Hukum Organisasi Internasional pada Negara Maju dan Berdaulat Negara 
maju hakikatnya aalah sebagai penyebutan sebuah negara yang memiliki atau mempunyari 
sarana atau prasarana yang sudah memadai secara lengkap dalam contoh seperti sara 
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perekonomian mereka yang merata kepada semua masyarakat atau penduduknya, dan mereka 
negara maju sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dari negara berkembang lainnya. 
 

Badan hukum atau komunitas dalam negara berdaulat tertentu (dalam bahasa Kelsen: 
komunitas hukum yang tergabung dalam negara) biasanya secara hukum bergantung pada 
negara masing-masing, karena hak dan kapasitas mereka, serta keberadaan hukum mereka, 
bergantung pada kehendak negara. 
 

Hasil dari Adanya Kedudukan Hukum Organisasi Internasional Hasil dari adanya 
kedudukan- kedudukan ini sangat membantu bagi mereka negara-negara yang membutuhkan 
organisasi ini, tujuan dari organisasi ini sendiri salah satunya untuk memerintahkan agar 
negara berkembang lebih mengikuti apa yang dijalankan oleh negara maju pada negara 
mereka. 
 
Saran 
 

1. Negara-negara yang sudah naungi oleh organisasi internasional ini diharapkan untuk 
tetap memberi kerjasamanya juga didalam mengamati perubahan-perubahan yang 
terjadi secara global. Dengan kerjasama yang diberikan inilah maka semua semua 
negara termasuk yang maju, berdaulat ataupun berkembang sudah sangat membantu 
penunjangan keberhasilan para anggota organisasi internasional ini.  

2. Hukum internasional harus tetap dijadikan acuan atau patokan peraturan yang 
membuat para anggota dari organisasi ini tetap taat, guna untuk menghindari 
perselisihan yang dimana hal tersebut bukan dari tujuan didirikannya organisasi 
internasional ini. Maka dengan adanya acuan hukum tersebut, para anggots akan 
tetap menjalankan apa yang sepatutunya dibawah hukum internasional tersebut dan 
untuk hukumnya sendiri harus tetap beradaptasi dengan keadaan, guna untuk 
meghindari celah-celah baru yang muncul dikarenakan era yang berkembang pesat. 
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